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KEPENTINGAN 

(Studi di Fraksi PDI-P dan DPC PDI-P Kabupaten Pesawaran) 

 

 

Oleh  

 

AGUN ARSHI  

 

 

 

Masyarakat masih belum menaruh kepercayaan terhadap lembaga yang sudah 

dipilih secara demokratis oleh rakyat. Partai politik dianggap sebagai lembaga 

yang tidak dipercaya oleh publik dengan tingkat kepercayaan sebesar 13,1%. 

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh DPR, DPD, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten yang menunjukkan nilai kepercayaan publik senilai kurang 

dari 50%., maka dengan ini peneliti bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan 

dan menentukan bagaiman pola komunikasi pelaksanaan artikulasi dan agregasi 

kepentingan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tori pola 

komunikasi yang di kemukakan oleh Tubbs, Moss, sebagai pisau analisis dalam 

pemecahan masalah dengan empat (4) macam pola komunikasi yaitu, pola 

komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, pola 

komunikasi sirkular, hasil penelitian mengemukakan bahwa fraksi dan dpc pdi-p 

memakai empat (4) pola komunikasi, pola komunikasi primer komunikasi nya 

baik dalam pelaksanaan kepentingan melewati simbol, pola komunikasi sekunder 

komunikasi nya sudah baik dalam pelaksanaan artikulasi dan agregasi 

kepentingan melewati media kedua yaitu sosial media, pola komunikasi linear 

komunikasi sudah baik dalam pelaksanaan kepentingan dengan bertemu secara 

langsung dalam agenda formal maupun non formal, pola komunikasi sirkular 

kepentingan yang di tampung oleh pengurus anak ranting sampai ke tingkat dpc 

pdi-p kabupaten pesawaran tersetruktur dengan rapih dan komunikasi nya sudah 

baik. 

 

 

Kata Kunci: Pola komunikasi, Kepentingan, Fraksi dan DPC PDI-P. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PATTERNS OF COMMUNICATION IMPLEMENTATION OF 

ARTICULATION AND AGGREGATION OF INTERESTS 

(Study on the PDI Perjuangan Faction and the PDI Perjuangan DPC 

Pesawaran Regency) 

 

 

By 

 

AGUN ARSHI 

 

 

 

Regency, show that people still do not place their trust in institutions that have 

been democratically elected by the people. Political parties are considered as 

institutions that are not trusted by the public with a level of trust of 13.1%. 

Conditions that are not much different are also experienced by the DPR, DPD, 

Provincial DPRD, and Regency DPRD which show a public trust value of less 

than 50%., so with this the researcher aims to find out, describe and determine 

how communication patterns carry out the articulation and aggregation of 

interests, this study uses a descriptive method with a qualitative. Data collection 

techniques used in research are observation, interviews, and documentation. This 

study uses the theory of communication patterns put forward by Tubbs, Moss, as 

an analytical knife in solving problems with 4 (four) types of communication 

patterns namely, primary communication patterns, secondary communication 

patterns, linear communication patterns, circular communication patterns, 

communication patterns. The results of the study show that the PDI Perjuangan 

and DPC factions use 4 (four) communication patterns, the primary 

communication pattern is good in carrying out interests through symbols, the 

secondary communication pattern is good in the implementation of articulation 

and aggregation of interests through the second media, namely social media, the 

communication pattern is linear communication, it is good in implementing 

interests by meeting directly on formal and non-formal agendas, the circular 

communication patterns of interests accommodated by the sub-branch 

administrators up to the PDI-P DPC Pesawaran Regency are neatly arranged 

and the communication is good. 

 

Keywords: Communication Patterns, Interests, Factions and PDIPerjuangan 

DPC. 
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1.1 Latar Belakang  

 

Kekuatan yang paling utama dalam sebuah negara demokrasi adalah bukan 

terletak pada sebuah pemerintahan dan negaranya, melainkan pada kekuatan 

warga negaranya sebagai pelaku dalam sebuah negara yang memiliki konsep 

demokrasi. Maka tugas pokok demokrasi ialah mengembangkan dan 

memaksimalkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk menciptakan 

perdamaian dan keadilan.  Untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik maka 

sebuah negara diperlukan adanya partai politik, dalam sebuah negara demokrasi 

keberadaan partai politik adalah menjadi suatu keharusan dalam upaya 

penyelenggaraan negara.  

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,  tepatnya 

pada pasal Pasal 1 Ayat 1 partai politik adalah suatu kegiatan politik yang 

mensejahterakan masyarakat melalui kekuasaan secara konstitusional, partai 

politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara 

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita 

untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara 

melalui pemilihan umum. 

 

Politik sendiri adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh sebuah negara dalam 

merebut mengelola dan mempertahankan kekuasaan dalam suatu negara dengan 

melalui proses-proses panjang dan di dalamnya terdapat sebuah konflik dan 

kerjasama yang dicapai. 

 

Hal ini tentunya sudah menjadi keharusan partai politik dalam perebutan 

kekuasaan di pemerintahan dan kepentingan masyarakat, demokrasi menjadikan 

suatu dialog yang sangat menarik mulai dari semua lapisan masyarakat hingga 
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kelompok kepentingan dan menjadikan sistem ini dijadikan sebuah alternatif 

dalam bernegara.  

 

Demokrasi memberikan ruang terhadap masyarakat bahwa sistem pemerintahan 

yang mengutamakan kebebasan warga negara untuk menentukan hak dan 

kewajibannya. dalam sebuah negara pentingnya di negara demokrasi tentunya 

keberadaan partai politik menjadi salah satu faktor penting untuk menjadi 

perantara di dalam sebuah negara antara masyarakat dan pemerintah, 

permasalahan yang bersinggungan dengan negara, masyarakat berhak menelisik 

kinerja dari pemerintah dan melihat hasil kinerja keseluruhan pemerintahan 

mengharapkan adanya permasalahan di lapangan bisa diminimalisir terlebih bisa 

diselesaikan tuntas melalui mekanisme yang ada.  

 

Pengaturan mengenai fraksi MPR, DPR, DPD dan DPRD (Provinsi dan 

Kabupaten) diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 

Tentang MPR, DPR,  DPD, dan  DPRD, diantaranya Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301 

dan Pasal 352. Dimana pada Pasal-pasal mengharuskan setiap anggota legislatif 

untuk berhimpun dalam fraksi. Sehinggga dengan pembentukan fraksi tersebut, 

secara tidak langsung akan terbentuk pula kelompok-kelompok kecil yang 

membawa visi dan misi tersendiri di luar kepentingan rakyat.  

 

Sebagai anggota legislatif (DPRD) yang merupakan perwujudan dari wakil rakyat 

berkewajiban menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan 

memajukan kesejahteraan rakyat, dengan kedudukan sebagai anggota legislatif 

(DPRD). Anggota DPRD senantiasa memelihara keseimbangan keserasian 

hubungan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang 

diwakilinya. Karena wilayah Indonesia yang begitu luas, maka dalam 

menjalankan pemerintahan tidak mngkin diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah 

pusat, oleh karena itu harus ada pelimpahan wewenang dalam menjalankan 

pemerintahan seperti yang terurai dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, 
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yang diatur dalam Undang-Undang” sedangkan Undang-Undang yang mengatur 

tentang pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

Tentang Pemerintah Daerah, didalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa : 

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

DPRD merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan yang letak nya 

berada di tingkat daerah, dalam Lembaga DPRD itu terdapat sebuah fraksi yang 

mewakilkan partainya tersendiri. 

 

Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 

Fraksi merupakan pengelompokkan anggota konfigurasi partai politik berdasarkan 

hasil Pemilu, setiap anggota DPRD harus menjadi anggota fraksi, fraksi di bentuk 

oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam 

penentuan perolehan kursi, fraksi di bentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

fungsi, wewenang, tugas DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, fraksi 

di dukung oleh sekretariat dan tenaga ahli, dan juga sekretariat jendral DPRD 

menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan 

tugas fraksi tersebut. Keberadaan fraksi  

 

Namun tidak dapat di pungkiri bahwa partai politik juga memiliki andil yang 

sangat besar dalam mewujudkan pelaksanaan demokratisasi suatu negara. Begitu 

juga dengan PDI Perjuangan partai ini juga memiliki tujuan untuk menegakkan, 

mempertahankan, dan mengamankan keutuhan suatu Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan serta untuk mewujudkan cita-cita 

NKRI. Berdasarkan Rekapitulasi KPU Pesawaran, dari alokasi 45 kursi DPRD 

Pesawaran 2019-2024 PDIP meraih suara paling banyak selama 2 periode di 

Kabupaten Pesawaran dan bisa meraih kursi terbanyak,  
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Tabel 1. Jumlah Kursi dalam Periode 2014-2019 2019-2024 

No   

Partai Politik 

Jumlah Kursi dalam Periode 

  2014-2019 2019-2024 

1 PKB 4 5 

2 Gerindra 4 4 

3 PDI-P 8 9 

4 Golkar 5 4 

5 Nasdem 4 4 

6 PKS 4 4 

7 PPP 3 2 

8 PAN 7 5 

9 Hanura 2 2 

10 Demokrat 2 5 

11 PBB 2 1 

 Jumlah Anggota 45 45 

 Jumlah Partai 11 11 

Sumber : Dokument DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

Melalui fraksi yang merupakan pengkrucutan dari masing-masing anggota 

legislatif yang memiliki latar belakang partai yang sama (terkecuali fraksi 

gabungan) dapat saja melemahkan atau bahkan mengeyampingkan kedaulatan 

rakyat tersebut, jika hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan partai karena 

tentunya setiap anggota partai politik sekalipun ketua fraksi harus tunduk kepada 

aturan main partai itu sendiri karena jika tidak, partai dapat mudah menarik atau 

memberhentikan anggota tersebut yang dengan sendirinya dapat menghilangkan 

jabatannya sebagai anggota legislatif. Hal tersebut sudah sering terjadi melalui 

mekanisme recall atau pemberhentian berdasarkan usul partai asalnya, melalui 

praktek-praktek semacam itulah yang mengakibatkan beralihkan kedaulatan 
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rakyat kepada kedaulatan partai karena terhadap pelangaran kedaulatan rakyat 

tidak ada mekanisme langsung. 

 

Namun demikian tidak sesuai dengan apa yang di harapkan seperti yang 

dijelaskan di atas, dan secara teoritis fraksi memang sebagai tempat pengaduan 

dan penyampaian permasalahan yang ada di kalangan masyarakat. Ruang fraksi 

ibarat ruang praktek advokat, karena segala macam surat dan pengaduan, 

masyarakat datang ke ruang fraksi untuk mengadukan nasibnya, terutama 

menyangkut keadilan, pendidikan dan lain sebagainya. dan pada saat ini rakyat 

sangat kecil tingkat kepercayaannya kepada DPR dan Partai Politik.: 

 

Gambar 1. diagram tingkat kepercayaan masyarakat keapada lembaga 

Sumber : Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

 

Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Penelitian terbaru Center for 

Strategic and International Studies (CSIS) mencatat DPR RI dan DPD RI sebagai 

lembaga negara dengan tingkat kepercayaan paling rendah dari masyarakat. Polri, 

itu 67,8 %, kemudian DPD RI hanya 61,4% dan DPR RI 56,5%.Populasi survei 

CSIS adalah WNI yang tersebar di 34 provinsi berusia 17-39 tahun saat survei 

dilakukan. Menggunakan metode multistage random sampling, jumlah sampel 

sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional. Setelah dilakukan 

proses kendali mutu, data yang valid untuk dianalisis sebesar 1.192 sampel.  

 

Hasil survei mendapati tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 2,84% pada 

tingkat kepercayaan 95%.Sementara, tiga lembaga negara yang memiliki tingkat 

kepercayaan tinggi adalah TNI sebesar 93,5%. Disusul lembaga Presiden dengan 

86,4 %dan Mahkamah Agung dengan 80,7%. 
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Lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan yang juga rendah ada Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Hasil survei CSIS menunjukkan kepercayaan publik 

terhadap KPK sebesar 71,6 %.dengan hal ini dapat dikatakan menurunnya 

kepercayaan politik terhadap partai politik.  

 

Tabel 1: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga 

No  Lembaga  Tingkat Kepercayaan  

1 TNI 93,5% 

2 Presiden 86,4% 

3 Mahkamah Agung 80,7% 

4 KPK 71,6% 

5 POLRI 67,8% 

6 DPD RI 61,4% 

7 DPR RI 56,5% 

 (Sumber di olah oleh peneliti) 

 

Kurangya kepercayan publik dikarenakan kurangnya usaha dan cara yang dapat 

dilakukan ke bagaimana cara pemulihan untuk memperbaiki unsur-unusr masalah 

itu terjadi, dalam hal ini unsur kepercayaan yang rusak di sebabkan perilaku 

politik juga sangat rasional yang menjadikan bagian politikan ini menjadi 

transaksional dalam arti pembayangan politik itu transaksional yang di mainkan 

partai politik dan politisi itu sendiri.  

 

Bahkan penyebab paling besar dalam masalah ini menjadikan kegagalan partai 

politik dan politisi itu kurangnya penepatan janji yang misalnya saja gagal dalam 

pemenuhan janji untuk kesejahteraan, dengan alasan salah satu peran dari partai 

politik adalah mempu meningkatkan kesejateraan rakyatnya yang dimana bisa di 

lakukan beragai program pembangunan yang di laksanakan sistematis dan bersifat 

eksekutif. Pentingnya pemulihan yang sebagai kepercayaan, maksudnya besar 

kemungkinan partisipasi warga dalam pemilihan umum akan tidak merosot di 

iringi dengan perbaikan yang dilakukan yang akhirnya mampu mengurangi 
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legitmasi politisi itu sendiri dalam artian posisi legislatifnya dan eksekutifnya 

akan mereka masuki untuk menjadikan dudukan dalam partai politiknya.  

 

Banyaknya kesaksian publik terhadap penyebabnya dalam kepercayaan yang 

berkurang yang para politisi menduduki kekuasaan mereka akan lebih sibuk 

mencari celah-celah yang berguna untuk mensejahterakan dan faksi serta parptai 

politik itu masing - masing dimana lewat cara yang bisa di sebutkan sebagai 

dengan cara pragmatis dan opportunity koruptif. Karena partai politik merupakan 

satu-satunya lokus agregasi dan ekspresi politik demokrasi partai politik bisa 

disebut sebagai partai politik perantara dalam makna yang mutlak sekali bagi 

partai politik untuk memulihkan kepercayaan warga, pada permasalahan ini harus 

di selesaikan dari beberapa aspek agar mendapat kembali kepercayaan publiknya 

 

Kebanyakan partai politik di Indonesia menganut sistem partai masa atau partai 

catch-all daripada partai kader untuk fenomena sekarang, dan prtai politik 

menganut sistem ini cenderung untuk memiliki kekuasaan dan kepentingan 

tertentu, sehingga partai dianggap gagal sehingga publik kurang percaya dengan 

keberadaan partai politik, seberapa jauh mereka mampu mengemban fungsinya 

sebagai anggota yang terhormat dengan predikat wakil rakyat. Padahal Jika 

ditinjau dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan “Kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”. dimana Menurut teori 

kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan 

kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa 

kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan.  

 

Terkait permasalahan artikulasi dan agrgegasi kepentingan terdapat sejumlah 

penelitian yang membahas bagaimana proses interaksi antara wakil rakyat dengan 

masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap dinamika proses 

pemekaran tiyuh yang digunakan peneliti sebagai acuan dan untuk menunjukan nilai 

kebaruan diantaranya adalah: 

 

1. Olih Solihin (Skripsi 2018) Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi 

PKS Kota Bandung pada Pemilu 2009. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa PKS Kota Bandung belum mengimplementasikan fungsi artikulasi 
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secara optimal, tapi upaya sudah dilakukan dengan cara membuka ruang 

bersama, diskusi secara bersama dan aktif oleh sistem politik (pemerintah 

dan parlemen) bersama segmen-segmen warga masyarakat tentu juga 

berbasis pada popular space invite. PKS Kota Bandung juga telah 

mengimplementasikan fungsi agregasi melalui kader yang duduk di 

parlemen. 

 

2. Usman Hadi Saputro skripsi (2018) Implementasi Fungsi Artikulasi Dan 

Agregasi Kepentingan Dpc Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten 

Pasuruan Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini lebih kepada 

implementasi artikulasi dan agregasi kepentingan yang dijalankan oleh 

DPC PKB Kabupaten Pasuruan telah menjalankan fungsi tersebut dengan 

jelas. Artikulasi yang dijalankan oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan 

menggunakan dengan tiga pendekatan yaitu ruang rakyat, ruang 

musyawarah, dan masa reses. Adaupun, agregasi kepentingan untuk 

menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi bidang disesuaikan 

dengan kebutuhan aspirasi yang disampaikan dan evaluasi terhadap sistem 

agregasi kepentingan. 

 

3. Riski Abdul Malik Jurnal (2020) Komunikasi Politik (Studi Kegiatan 

Masa Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota 

Tasikmalaya Periode 2014-2019). Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa 

dalam melaksanakan  Tasikmalaya komunikasi politik. Pertama, anggota 

DPRD Fraksi PPP Kota menjadikan reses sebagai agenda rutinitas formal. 

Kedua, proses komunikasi politik tidak mengakomodir kepentingan 

masyarakat dengan baik. Ketiga, keterbatasan waktu pelaksanaan reses 

yang hanya tiga hari pelaksanaan. Keempat, komunikasi poltik terkendala 

dengan adanya batasan wilayah politik dan tidak memperhatikan 

keterwakilan masyarakat. 

 

4. Enny Dhya Ghina tesis (2022) Fungsi Agregasi dan Artikulasi Partai 

Aceh. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya fungsi 

artikulasi kepentingan yang dijalankan oleh Partai Aceh berpengaruh pada 
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fungsi agregasi kepentingan dimana tidak terdapat suatu kebijakan yang 

dihasilkan oleh legislator partai yang harusnya berasal dari aspirasi-

aspirasi masyarakat. Pola artikulasi kepentingan dari Partai Aceh lebih 

mengandalkan kedekatan personal dan terbentuk politik linkage bersifat 

karismatik sehingga tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat 

secara kolektif. Penyebab utamanya terletak pada model komunikasi yang 

dibangun antar Partai Aceh dan konstituen yang masih menggunakan 

corak lama saat masih berstatus sebagai GAM. 

 

5. Margareta Novi Kristiani Jurnal Vol. 6 No 2 (2019) Peran Partai Politik 

dalam Akomodasi Kepentingan di Fraksi DPRD Kota Palangkaraya. Hasil 

Penelitian dalam menjalankan fungsi partai politik, masyarakat 

menerapkan dan merumuskan kewbijakan tentang bagaimana Fraksi 

DPRD kota melakukan Penangguhan  DPRD di 3 daerah pemilihan yang 

berbeda di wilayah kota palangkaraya. 

 

Dari beberapa penelitian sejenis diatas merupakan penelitian yang berkaitan 

dengan artikulasi dan agregasi kepentingan. Tetapi melalui penelusuran yang 

dilakukan peneliti, belum ada yang membahas mengenai Pola Komunikasi 

Pelaksanaan Artikulasi dan Agregasi Kepentingan  Di Kabupaten Pesawaran, ini 

menjadi dasar nilai kebaharuan dalam penelitian ini. Maka dari itu, hal yang  

membedakan skripsi peneliti yaitu peneliti lebih fokus pada sampai mana Pola 

Komunikasi Pelaksanaan Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan. Dari latar 

belakang di atas menunjukkan bahwa Masyarakat tidak percaya kepada Partai 

Politik dan DPRD karena tidak sesuai dengan yang diharapkan yang seharusnya 

mereka lebih berperan aktif lagi dalam menjalankan tugasnya tersebut, maka 

dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan 

yang sudah di jabarkan di atas dengan judul “Pola Komunikasi Pelaksanaan 

Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah 

bagaimanakah pola komunikasi pelaksanaan artikulasi dan agregasi kepentingan.? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola Komunikasi Pelaksanaan 

Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan, agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh 

semua pihak yang berkepentingan, baik pembaca maupun Partai PDIP serta Fraksi 

PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pesawaran sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam pelaksanaan kinerjanya.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi 

pembaca maupun pihak lain yang membutuhkan referensi dari hasil penelitian 

ini. Sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan kinerja Fraksi 

PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

2. Secara Praktis, penelitian ini berharap bisa menghasilkan informasi dan 

refrensi bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dalam kajian terkait penelitian 

yang sejenis. 
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ll. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pola Komunikasi   

 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

 

Pengertian komunikasi secara umum (Uchjana, 1992:3) dapat dilihat sebagai 

berikut :  

 

1. Pengertian Komunikasi secara etimologi Komunikasi berasal dari dari bahasa 

latin communication, dan bersumber juga dari kata communis yang artinya 

sama, dalam arti kata sama makna. Jadi komunikasi berlangsung apabila 

antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu 

hal yang di komunikasikan.  

 

2. Pengertian komunikasi secara terminologis Komunikasi yang berarti 

penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.  

 

Komunikasi menurut beberapa ahli diantaranya adalah menurut Everett Rogers 

dalam Cangara (1998:20), Komunikasi didefinisikan sebagai “proses dimana 

suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud 

untuk merubah tingkah laku mereka”. Sedangkan menurut Arni Muhammad 

(2005:5) Komunikasi didefinisikan sebagai “Pertukaran pesan verbal maupun non 

verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah 

laku”. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi sebagai suatu proses pengiriman dan 

penyampaian pesan baik berupa verbal maupun non verbal oleh seseorang kepada 

orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara 

lisan, maupun tidak langsung melalui media. Komunikasi yang baik harus disertai 

dengan adanya jalinan pengertian antara kedua belah pihak (pengirim dan 

penerima), sehingga yang dikomunikasikan dapat dimengerti dan dilaksanakan.  
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2.1.2. Pengertian Pola Komunikasi  

 

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau 

lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan 

yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004:1).Dimensi pola komunikasi 

terdiri dari dua macam, yaitu pola yang berorientasi pada konsep dan pola yang 

berorientasi pada sosial yang mempunyai arah hubungan yang berlainan (Sunarto, 

2006 : 1).Tubbs dan Moss mengatakan bahwa “pola komunikasi atau hubungan 

itu dapat dicirikan komplementaris atau simetris. Dalam hubungan komplementer 

satu bentuk perilaku dominan dari satu partisipan mendatangkan perilaku tunduk 

dan lainnya. Dalam simetri, tingkatan sejauh mana orang berinteraksi atas dasar 

kesamaan. Dominasi bertemu dengan dominasi atau kepatuhan dengan 

kepatuhan” (Tubbs, Moss, 2001:26). Pola komunikasi terdiri atas beberapa 

macam, yaitu :  

 

1. Pola Komunikasi Primer  

Pola komunikasi primer yaitu proses penyampaian pikiran atau gagasan seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media. 

Lambang sebagai media primer dan proses komunikasi adalah gestur, isyarat, 

gambar, warna dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan 

pikiran komunikator kepada komunikan. 

 

2.Pola Komunikasi Sekunder  

Pola komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua 

setelah memakai lambang sebagai media pertama. Pentingnya peranan media, 

yakni media sekunder dalam proses komunikasi disebabkan oleh efisiensinya 

dalam mencapai komunikan. Surat kabar, radio, dan atau televise misalnya, 

merupakan media yang paling efisien dalam komunikan yang jumlahnya banyak. 

 

3. Pola Komunikasi Linear  

Pola komunikasi linear merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi linier ini berlangsung baik 

dalam situasi komunikasi tatap muka (face to face communication) secarapribadi 
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(interpersonal communication) dan kelompok (group communication), maupun 

dalam situasi bermedia (mediated communication).  

 

4. Pola Komunikasi Sirkular  

Sirkular secara harafiah berarti bulat, bundar, atau keliling. Dalam proses sirkular 

itu terjadi feedback atau umpan balik. Dalam pola komunikasi yang seperti ini 

proses komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator 

dan komunikan. Pola komunikasi sirkular ini didasarkan pada perspektif interaksi 

yang menekankan bahwa komunikator atau sumber memberi respon secara timbal 

balik pada komunikator lainnya. Perspektif interaksional ini menekankan bahwa 

tindakan yang bersifat simbolis dalam suatu perkembangan yang bersifat proses 

dari suatu komunikasi manusia.  

 

Dari pengertian diatas maka suatu pola komunikasi adalah bentuk atau pola 

hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan 

pesan yang dikaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana yang meliputi 

langkah-langkah pada suatu aktivitas dengan komponen yang merupakan bagian 

penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok dan 

organisasi. 

 

Dari pengertian di atas peneliti mendefinisikan pola komunkiasi adalah bentuk 

hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman pesan yang di 

kaitkan dengan dua komponen yaitu, gambaran atau rencana yang meliputi 

langkah langkah pada suatu aktivitas dengan penyebab yang merupakan bagian 

penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar individu, kelompok, dan 

organisasi. 

 

2.2 Artikulasi Kepentingan  

 

Artikulasi Kepentingan merupakan proses penampungan berbagai kebutuhan, 

tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam 

lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat 

terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah (Surbakti, 1997:117.) 

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong 
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masyarakat. Karena itu warga negara atau setidak tidaknya wakil dari suatu 

kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan 

kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. 

Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan 

kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan 

demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan 

kelompoknya.  

 

Bentuk artikulasi yang paling lazim di semua sistem politik adalah pengajuan 

permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada 

Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada 

untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, 

mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi 

sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. 

 

Artikulasi kepentingan dalam masyarakat merupakan upaya penyampaian dan 

apsirasi masyarakat terhadap partai. Maka hal ini mendorong terjalin komunikasi 

yang kuat antara masyarakat, begitupun penelitian ini mengartikulasikan 

kepentingan sebagai fungsi dari partai politik, sebagai warga negara 

menyampaikan hak dan pengajuan aspirasinya sehingga kelompok diwakilkan 

merasa terdukung. Artikulasi kepentingan di indonesia yang dibawahi oleh partai 

politik memiliki sejarah panjang hal itu akan bertambah dan berkembang karena 

kepentingan masyarakat multidimensi karena dipengaruhi oleh waktu dan situasi. 

Setiap sistem politik memiliki berbagai cara untuk melakukan artikulasi 

kepentingan atau persyaratan yang diungkapkan oleh kelompok kepentingan. 

Artikulasi kepentingan yang disalurkan masyarakat ke partai politik akan menjadi 

modal utama terkait usulan masyarakat agar tersampaikan kepada partai politik 

dalam rangka memberikan kepuasan terhadap kinerja partai politik yang ada. 

Maka artikulasi kepentingan di sesuaikan dengan kebutuhan daerah dan 

masyarakat yang ada agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai target dan 

semaksimal mungkin. 
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Artikulasi merupakan kemampuan partai politik dalam menyerap aspirasi yang 

ada di masyarakat yang sifatnya masih umum atau harus di akomodasi dalam 

partai politik untuk menjadi sebuah kepentingan yang sama. Bahwa proses 

artikulasi kepentingan merupakan fungsi partai politik yang besentuhan langsung 

dengan masyarakat sehingga proses ini sangat penting dalam partai politik., 

adanya kepentingan-kepentingan tersebut maka partai politik memiliki kewajiban 

untuk memperjuangkan aspirasi tersebut atau kepentingan dengan harapan agar 

aspirasi dapat terwujud dengan baik. Keberadaan partai politik dalam negara 

demokrasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dan penyaluran aspirasi 

politik terhadap agenda-agenda tertentu dengan mempertimbangkan aspek aspek 

yang ada. Peranan yang penting dalam partai politik mampu membawa perubahan 

kedepan dengan semangat yang lebih baik aspirasi mampu di lanjutkan untuk 

kepentingan masyarakat secara keseluruhan.  

 

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa artikulasi kepentingan 

merupakan sebuah proses menampung segala bentuk kepentingan dari berbagai 

macam kelompok, yang akan di perjuangkan. 

  

2.3  Agregasi kepentingan  

 

Agregasi kepentingan adalah cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan 

oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternative 

alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi kepentingan dijalankan dalam 

“sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, 

fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai 

jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen”.  

 

Agragasi kepentingan  merupakan menyampaikan keinginan, ambisi, dan 

pendapat masyarakat kepada pemegang hak atau pemegang hak yang berwenang 

sehingga kebutuhan atau dukungan menjadi perhatian dan bagian dari 

pengambilan keputusan politik. Dalam masyarakat demokratis, Partai 

menawarkan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, 

dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan 
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tawar-menawar (bargaining) pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok 

kepentingan tersebut mendukung calon yang diajukan.( Surbakti, 1997:117.) 

 

Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam 

diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan 

kepentingankepentingan yang diwakilinya. Semua tuntutan dan kepentingan 

seharusnya tercakup dalam usulan kebijaksanaan untuk selanjutnya ditetapkan 

sebagai Undang-Undang. Namum penetapan kebijaksanna (UU) bukanlah hak 

semata-mata pihak legislatif. DPR bersama Presiden memiliki hak untuk 

mengesahkan Undang-Undang. Kedudukan DPR dan Presiden dalam fungsi 

agregasi kepentingan adalah sama, sebab kedua lembaga ini berhak untuk 

menolak Rancangan Undang-Undang (RUU). Tentu saja akan terjadi persaingan 

ketat untuk mengangkat gagasan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, 

akan tetapi dengan adanya prinsip musyawarah dan mufakat, sangat banyak 

membantu persaingan antara wakil partai dalam agregasi kepentingan. 

 

Secara umum dapat dinyatakan bahwa terdapat gaya didalam agregasi 

kepentingan yang masing-masing mempunyai perbedaan satu dengan yang 

lainnya. Ketiga macam gaya itu adalah: Pragmatic bargaining, Absolute value 

oriented, Tradisionalistic. Yang dimaksud pragmatic bargaining adalah berbagai 

macam kepentingan maupun tuntutan yang datang dari masyarakat sering di 

kombinasikan sehingga sampai menjadi beberapa macam alternatif kebijaksanaan. 

Sedangkan yang dimaksud Absolute value oriented adalah kebalikan dari 

pragmatic bargaining. Didalam Absolute value oriented para agregator dalam 

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan agregasi kepentingan dengan 

menggunakan penyelesaian secara logis. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa 

gaya ini dalam mengagregasikan kepentingan berdasarkan cara yang logis dan 

teoritis.Gaya yang terakhir adalah gaya Tradisionalistic. Gaya ini pada umumnya 

mengandalkan diri pada pola-pola masa lalu dalam mengusulkan alternatif-

alternatif kebijaksanaan untuk masa yang akan datang. Jadi untuk menentukan 

alternatif kebijaksanaan yang akan diambil didasarkan pada pola-pola yang ada 

dimasyarakat masa lalu. Agregasi yang dijalankan pada gaya ini adalah 



17 
 

merupakan cara yang khas yang mana energi sebagian besar anggota masyarakat 

dijalankan dengan pola-pola sosial ekonomi yang tradisional. 

 

Agregasi kepentingan merupakan kepentingan dari banyak pendapat dan aspirasi 

tersebut kemudian digabungkan dan diolah sedemikian rupa untuk selanjutnya 

dapat diturunkan menjadi rumusan-rumusan  

 

kebijakan yang mengakomodir kepentingan lebih luas. Konsep agregasi 

kepentingan merupakan kelanjutan dari artikulasi kepentingan dimana 

kepentingan tersebut untuk diperjuangakan di parlemen sesuai dengan prosedur 

yang ada. Pada proses ini menggambarkan peran partai untuk menindaklanjuti 

usulan aspirasi yang di serap dengan mengagendakan di rapat parripuerna untuk 

menjadi sebuah kebijakan yang di inginkan. 

 

2.4  Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

 

Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang membuat undang-undang yang 

anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada 

(termasuk yang berdomidili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum 

yang termasuk di dalamnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

yang di jelaskan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pengertian DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah 

daerah.  

 

DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, perundang undangan 

yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat di katakan 

merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan 

umum. DPRD juga di sebut institusi yang menjadi tumpuan untuk 

memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat 

daerah yang di wakilinya.  
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Keberadaan lembaga legislatif di wakili dengan adanya keinginan masyarakat 

untuk mengambil alih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja 

atau kepala negara. Keinginan tersebut yang akhirnya memunculkan pusat 

kekuasaan masyarakat yang mendapat legitimasi dan melemah dalam lembaga 

legislatif. Dalam DPRD terdapat kursi untuk partai politik, fraksi-fraksi dan alat 

kelengkapan DPRD yang memiliki fungsi sangat penting dalam terselenggaranya 

otonomi daerah. Di kutip dari jurnal Anggraeny (2016: 33-34). Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai organisasi publik, senantiasa mengalami 

dinamika dan perubahan yang di akibatkan oleh adanya perubahan lingkungan 

sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar 

lebih efektif, efisien, kompetitif, adaktif dan responsibiliti dalam pencapaian 

tujuan. Mempertegas hal ini bahwa organisasi mengalami perubahan dalam 

rangka mencapai tujuan, bukan saja karna lingkungan dimana organisasi ini 

merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, 

tuntutan dan kegiatan masyarakat. Perubahan tujuan ini akan menjadi pedoman, 

referensi dan sekaligus mengukur kinerja organisasi yang bersangkutan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut, menegaskan bahwa di 

dalam organisasi yang berusaha untuk menjadi lebih kompetitif dan adaktif, 

tujuan utama harus pada upaya mendorong semangat kerja sendiri di antara para 

kelaennya atau di dalam masyarakat di mana iya saling berhubungan.  

 

2.4.1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  

 

Ada dua peran utama dari DPRD, pertama badan legislatif adalah badan pembuat 

undang-undang. Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan 

membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Kedua, lembaga ini adalah sebuah badan 

perwakilan yang dipilih untuk membantu menghubungkan antara konstituen dan 

pemerintahan nasional. Di kutip dari jurnal Anggraeny (2016: 35).  

 

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan 

bersama terhadap rancangan perda provinsi tentang APBD provinsi yang di 

ajukan oleh Kepala Daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD 

dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan pertanggung jawaban gubernur 
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yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

 

2.5 Partai Politik  

 

2.5.1 Definisi Partai Politik 

 

Menurut Friedrich, Surbakti 1992 :114 partai politik merupakan sekelompok 

kumpulan kelompok yang tergantung dalam sebuah organisasi politik dengan 

memiliki tujuan yang sama dengan bagaimana kekuasaan dapat diraih dan 

dipertahankan di suatu pemerintahan dengan memberikan manfaat sebesar 

besarnya terhadap anggota partai Partai politik merupakan bentuk perwujudan 

dari suatu negara demokarasi.  

 

Menurut Robert Huckson, Jurdi, 2017:3 menjelaskan partai politik merupakan 

kelompok dari sebuah warga negara yang memiliki sebuah tujuan dan berhak ikut 

dalam sebuah pencalonan dan bersaing di pemilihan umum untuk suatu 

kekuasaan di pemerintahan 

 

Partai Politik menjadi salah satu wadah bagi masyarkat untuk berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Dimana, setiap 

individu berhak untuk menentukan partai mana yang akan dipilihnya dengan 

orientasi dan ideologi yang sesuai dengan kehendaknnya agar tujuan dan cita-

citanya berpolitik dapat tercapai. Partai politik memiliki peranan dan posisi yang 

sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Setiap partai memainkan peran 

penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan 

warga negara. Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan 

sebagai sarana perwujudan ekspresi ide-ide, pikiran, pandangan dan keyakinan 

bebas dalam masyarakat demokratis.  Budiardjo mengemukakan Partai Politik 

adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 

orientasi, nilai-nilai, dan citacita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk 

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan 

cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. (Budiardjo, 2008: 403). 
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Dari beberapa definisi partai politik di atas, penulis simpulkan bahwa partai 

politik adalah sekelompok orang yang berkumpul bersama dan memiliki tujuan 

yang sama untuk mendapatkan kekuasaan dan kepentingan tertentu. 

 

2.5.2.Fungsi-Fungsi Partai Politik  

 

Fungsi utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan 

kekuasaan agar program-program dan tujuan yang telah disusun berdasarkan 

ideologi partai dapat terwujud. Satu-satunya cara yang digunakan oleh suatu partai 

politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan 

kekuasaan adalah dengan ikut serta sebagai kontestan dan mampu memenangkan 

kontestasi politik tersebut. Dalam buku Surbakti (2010:149-154) dikemukanan 

fungsi dari partai politik, di antarnya:  

1. Sosialisasi Politik  

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para 

anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota 

masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang 

berlangsung dalam masyarkat. 

 

2. Rekrutmen Politik  

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan 

sistem politik pada umumnya dan pemeritahan pada khusunya,  

 

3. Partisipasi Politik  

Partisipassi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanan kebijaksanaan umum dan dalam ikut 

menentukan pemimpin pemerintahan,  

 

4. Pemandu Kepentingan  

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda 

bahkan bertentangan, maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, 

menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan 



21 
 

bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum untuk 

diperjuangkan.  

 

5. Komunikasi Politik  

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari 

pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarkat kepada pemerintah. Dalam 

hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya 

menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada 

masyarakat tetapi juga menyamaikan aspirasi dan kepentingan berbagai 

kelompok masyarakat kepada pemerintah.  

 

6. Pengendalian Konflik  

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk 

mengendalikan konflik melalui cara berdialog dan memadukan berbagai 

aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa 

permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk 

menapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. 

 

7. Kontrol Politik  

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menujukkan kesalah, kelemahan, dan 

penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan 

yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerinntah, dalam melakukan suatu 

kontrol politik atau pengawasan, harus ada tolak ukur yang jelas sehingga 

kegiatan itu bersifat relatif objektif. 

 

2.5.3 Klasifikasi Sistem Kepartaian  

 

Sistem kepartaian sebagaimana dijelaskan oleh Budiarjo (2008:415) merupakan 

suatu konsep yang membahas tentang bagaimana partai-partai politik berinteraksi 

antara satu sama lain dalam sebuah sistem, dan bagaimana pula partai politik 

berinteraksi dengan unsur-unsur lain dalam sistem yang lebih luas yakni tatanan 

kehidupan sosial kebangasaan dan kenegaraan.  
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Sistem kepartaian (party system) pertama kali dikemukakan oleh Maurice 

Duverger dalam bukunya Political Parties yang dalam pembahasannya membuat 

klasifikasi sistem kepartaian dalam tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, 

sistem dwi-partai, dan sistem multi partai.  

1) Sistem Partai Tunggal, merupakan praktek politik dalam suatu negara yang 

hanya membenarkan adanya satu partai saja yang resmi dalam negara, atau 

hanya satu partai yang mendominasi dari partai-partai lainnya dalam 

pengisian jabatan pemerintahan.  

 

2) Sistem Dwi-Partai, adalah sistem politik kenegaraan yang hanya didominasi 

oleh dua partai besar saja yang silih berganti dalam mengendalikan 

pemerintahan tergantung hasil pilihan rakyat dalam pemilihan umum.  

 

3) Sistem Multi Partai, adalah sistem yang mengakomodir banyak partai akibat 

dari keanekaragaman budaya dan keyakinan masyarakat atau bangsa suatu 

negara, sehingga kepentingan kelompok etnis, agama, ras dan golongan 

berdasarkan visi dan misinya dapat diartikulasikan dalam partai politik untuk 

dikelola menjadi suatu aspirasi yang diperjuangkan dalam kebijakan negara 

dan pemerintahan. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir atau asumsi dapat berisi gambaran tentang pola antar hubungan 

antara variable maupun kerangka konsep yang di gunakan oleh peneliti untuk 

menjawab permasalahan yang di teliti. (Dalman 2015:208) dalam rangka 

pelaksaan artikulasi dan agregasi kepentingan Partai Politik dan Fraksi PDIP 

dalam menyatukan kepentingan dan tuntutan dari rakyat maka di butuhkan adanya 

pola komunikasi, pola komunikasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara 

pola komunikasi antara Partai Politik dan Fraksi PDIP dalam menyerap dan 

menyatukan kepentingan dan tuntutan dari masyarakat serta hambatan hambatan 

apa saja terhadap pola kominkasi tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pikir penelitian ini dapat di 

gambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir  

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022)  

 

 

Permasalahan Tingkat Kepercayaan Rakyat Rendah  

Terhadap DPRD dan Partai Politik 

Macam Macam Pola Komunikasi   

(Tubbs, Moss, 2001:26). 

1. Pola Komunikasi Primer 

2. Pola komunikasi sekunder 

3. Pola komunikasi linear 

4. Pola komunikasi sirkular 

 

 

Partai PDIP dan Fraksi PDIP Kabupaten Pesawaran 

Pola Komunikasi Pelaksanaan Artikulasi dan 

Agregasi Kepentingan  
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lll. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 

Metode merupakan cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mecapai suatu 

tujuan. Metode penelitian sangat penting dalam setiap penelitian yang dilakukan, 

karena dengan menetapkan atau cara yang di gunakan dalam penelitian maka akan 

memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah yang ada.  

 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang di tempuh sehubungan dengan 

penelitian yang di lakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. 

Menurut Sugiyono (2014:6) menyatakan bahwa metode penelitian dapat di artikan 

secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat di temukan, 

dikembangkan, dan di buktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.  

 

Metode penelitian ini dipilih karena dapat menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan responden serta lebih peka dan dapat menyesuaikan 

diri dengan pola pola nilai yang dihadapi. Moleong (2000:183). Metode penelitian 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Landasaran teori di manfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pola Komunikasi 

Pelaksanaan Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat mengetahui, Pola 

Komunikasi Pelaksanaan Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan, di PDIP dan 

Fraksi PDIP kabupaten Pesawaran karena pada penelitian ini peneliti berusaha 

menemukan data yang berkenaan dengan Pola Komunikasi Partai PDIP dan 

Fraksi PDIP di Kabupaten Pesawaran. 
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3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

Pencarian lokasi sebagai tempat penelitian merupakan cara terpenting untuk 

menangkap fenomena atau kejadian yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian 

untuk mendapatkan data pencarian yang akurat. Penentuan lokasi sengaja 

ditentukan oleh peneliti. Menurut Moleong (2012: 86), untuk menentukan lokasi 

penelitian, cara yang baik adalah dengan melihat latar belakang teori dan 

menelusuri lapangan untuk menemukan kecocokan yang baik, pertimbangkan 

untuk menentukan lokasi penelitian. 

 

Penelitian ini mengambil lokasi di DPC PDIP dan Fraksi PDIP Kabupaten 

Pesawaran dengan alasan:Seperti yang telah dijelaskan di atas,  lokasi penelitian 

yang penulis tentukan adalah lokasi penelitian untuk melakukan penelitian Pola 

Komunikasi Pelaksanaan Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan Kabupaten 

Pesawaran, sehingga penulis dapat dengan mudah mengetahui dan Pola 

Komunikasi Pelaksanaan Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan Kabupaten 

Pesawaran. sebagai partai yang meraih kursi terbanyak di DPRD Kabupaten 

Pesawaran. 

 

3.3. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang akan diajukan. Dalam penelitian 

kualitatif, masalah itu disebut fokus penelitian, yang kemudian menjadi 

pertanyaan penelitian (Santana, 2007: 46). Oleh karena itu, arah pencarian dalam 

fokus penelitian harus ditentukan untuk membatasi pencarian dan juga memiliki 

fungsi merespon informasi yang diperoleh di tempat kejadian. Dengan ini peneliti 

menentukan fokus penelitiannya pada bagaimana Pola Komunikasi yang di pakai 

oleh Partai PDIP dan Fraksi PDIP di  Kabupaten Pesawaran. 

 

3.4.Penentuan Informan 

 

Informan  penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik  purposive 

sampling.Dalam teknik ini pemilihan informan di lakukan dengan pertimbangan 

tertentu, bahwa informan yang diambil adalah yang di anggap penting serta 

memiliki informasi yang di butuhkan oleh peneliti (Sugiyono,2007:54). Pihak 
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yang  di jadikan sebagai informan dalam  penelitian ini adalah para pelaksana 

kinerja,yaitu Anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan:  

 

Table 2. Daftar Informan  

No Daftar Nama  Jabatan  

1 N.S.F.X Bambang D.S.L.P.,S.H.,S.Kep.       Ketua Fraksi   

2 Evi Dwiana Listiani Sekretaris Fraksi 

3 Aria Guna S.Sos.I., M.M.                              Anggota 

4 Suprapto      Anggota 

5 Yupiter Kahimpong                                          Wakil Ketua  

6 Supriyadi Ketua PAC Kecamatan 

Kedondong  

       Sumber di olah oleh peneliti 

 

3.5. Jenis Sumber Data 

 

Data dalam penelitian ini di peroleh dari dua jenis sumber data,yaitu data primer 

dan data sekunder. Adapun menurut Marzuki (2002:55-56) : 

1. Data Primer 

Merupakan data atau informasi yang diperoleh peneliti langsung darisumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini peneliti bertindak 

sebagai pengumpul data. Sumber data primer yang di gunakan dalam penelitian 

ini di kumpulkan dengan langkah wawancara kepada para anggota Fraksi PDI 

Perjuangan DPRD Kabupaten Pesawaran. 

 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, 

akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, misalnya dari biro 

statistik, majalah,keteranga-keterangan atau publikasi lainnya. Dalam penelitian 

ini sumber data sekunder yang di gunakan adalah berupa dokumen-dokumen 

terkait Partai Politik dan Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pesawaran 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian adalah: 

a. Wawancara 

Menurut Marzuki(2002:55-56), adalah tanya jawab lisan antara dua orang 

atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut intervieuwer, sedangkan 

orang yang di wawancarai disebut intervieuwee. Wawancara penelitian ini 

dilakukan kepada para pelaksana Partai Politik dan Fraksi PDIP DPRD 

Kabupaten Pesawaran, diantaranya yaitu Anggota Dprd Fraksi PDI 

Perjuangan.Wawancara di lakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara terlampir. 

 

b. Observasi  

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjaring data yang di 

perlukan guna melengkapi data dari wawancara. Menurut Sugiyono (2014:6), 

observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, di 

mana peneliti berperan aktif dalam lokasi studi sehingga benar-benar terlihat 

dalam kegiatan yang ditelitinya. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Observasi dipakai untuk memahami persoalan-

persoalan yang ada di sekitar pelaku dan narasumber Sugiyono (2014:6) 

 

c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2014:6) Dokumentasi merupakan pengambilan data yang 

berasal dari dokumen-dokumen.Dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dokumen kebijakan, catatan penting dan laporan tertulis dari 

lembaga,organisasi maupun perorangan yang terlibat dalam pelaksanaan 

kinerja. Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini yaitu data forum diskusi 

intensif dengan melibatkan pakar dari berbagai bidang; data advokasi kepada 

masyarakat; data silaturahmi tokoh masyarakat dan insan media; dan 

dataopini di media. 
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3.7. Teknik PengolahanData 

 

Teknik Pengolahan Data Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, 

tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik 

pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 1995:240) terdiri dari: 

1. Editing 

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan 

menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin  

validitasnya serta dapat untuk segera di persiapkan pada proses 

selanjutnya.Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan 

di sesuaikan pada pertanyaan-pertannyaan pada fokus pedoman wawancara 

dan memilah serta menentukan data-data yang di perlukan untuk penulisan. 

 

2. Interpretasi Data 

Pada tahapan ini data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi 

maupun tabel selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan 

peneliti dalam menampilkan data yang di peroleh dari cerita-cerita yang 

bersifat rahasia,peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak 

menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.  

 

3.8. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (2014:6), analisis data mempunyai posisi strategis dalam suatu 

penelitian. Namun perlu di mengerti bahwa dengan melakukan analisis tidak 

dengan sendiri dapat langsung menginterpretasikan hasil analisis tersebut. 

Menginterpretasikan berarti kita menggunakan hasil analisis guna memperoleh 

arti ataupun makna. Sedangkan interpretasi mempunyai dua arti yaitu sempit dan 

luas arti sempit yaitu interpretasi data yang dilakukan hanya sebatas pada masalah 

penelitian yang di teliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan yaitu guna 

mencari makna dan hasil penelitian tersebut. Sedangkan interprestasi dalam arti 

luas yaitu guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya 

menjelaskan atau menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga 
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melakukan intervensi dari data diperoleh dengan teori yang relevan penelitian 

tersebut. Menurut Miles and Huberman, analisis data tertata dalam situs 

ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka 

waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu 

terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi berikut tahapan dalam analisis data 

tertata, pertama, membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak 

maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-

aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks 

adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika 

terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat 

memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu Burhan, Bungin (2007:173-

174).  

 

Kedua, memasukkan data pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-

perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan perubahan 

itu dapat di tempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para 

pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka 

telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan 

penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, di drop, di 

perbaiki, di gabungkan, atau di seleksi untuk di gunakan. Dalam beberapa hal 

dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter. 

 

Ketiga, menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih 

dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain 

dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai 

perubahan itu atau alasan-alasannya. Analisis data pada penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan 

setelah selesai dari lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Menurut 

Nasution Dalam Buku Sugiyono (2014:236), menyatakan bahwa analisis data 
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telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

 

analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu,dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat di tarik dan di verifikasi. Data kualitatif dapat 

di sederhanakan dan di transformasikan dalam berbagaicara, diantaranya : 

melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, 

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas,dan sebagainya 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkian adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Pada penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk narasi 

yang sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah 

dipahami. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang 

telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau 

verifikasi adalah langkah yang dilakukan untuk mencari atau memahami 

makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau 

proposisi. Setelah melakukan reduksi data, penyajian data, maka peneliti 

harus melakukan verifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan 

hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. 

Dalam penelitian ini, Peneliti menarik kesimpulan yang mampu menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu bagaimana pola 

komunikasi pelaksanaan artikulasi dan agregasi kepentingan Fraksi dan 

DPC PDI Perjuangan 
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 IV .GAMBARAN UMUM  

 

  

4.1.Profil DPRD Kabupaten Pesawaran  

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran 

sendiri merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada tingkat Kabupaten 

Pesawaran yang turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Kabupaten Pesawaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Pesawaran berperan sebagai lembaga legislatif tingkat kabupaten yang 

mendampingi kerja dari lembaga eksekutif kabupaten atau Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran. 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran sendiri 

merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada tingkat Kabupaten Pesawaran 

yang turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten 

Pesawaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran 

berperan sebagai lembaga legislatif tingkat kabupaten yang mendampingi kerja 

dari lembaga eksekutif kabupaten atau Pemerintah Kabupaten Pesawaran. 

 

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran pasal 23 DPRD Mempunyai Tugas Dan 

Wewenang yaitu membentuk peraturan daerah bersama Bupati, membahas 

dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang 

diajukan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah dan APBD memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil 
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Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa 

jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Bupati dan wakil 

Bupati atau wakil Bupati tersebut berhalangan atau adanya kekosongan 

jabatan; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 

terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; memberikan persetujuan 

terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah; meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah memberikan persetujuan terhadap 

rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang 

membebani masyarakat dan daerah dan melaksanakan tugas dan wewenang 

lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran memiliki 

beberapa hak. Diantara hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) 

adalah mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul atau pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, 

imunitas, mengikuti orientasi pemahaman tugas, protokoler,  serta keuangan 

dan administratif. Selain memiliki hak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPRD) juga memiliki kewajiban sebagimana tercantum dalam peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 

Tahun 2020 tentang kode etik pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 

2. Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang – undangan. 

3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan 

negara. 

4. Mendahulukan kepentingan di atas kepentingan pribadi kelompok dan 

golongan. 

5. Memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

7. Menaati tata tertib dan kode etik. 

8. Menyerap dan menghimpun aspirasi melalui kunjungan kerja secara 

berkala 

9. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. 
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10. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politi kepada       

konstituen di daerah pemilihannya  

 

4.1.1 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

Hasil Pemilu tahun 2019, tanggal 17 April 2019. Dengan anggota sebanyak 45 

orang, telah diambil sumpah dan janji pada tanggal 19 Agustus 2019. Telah 

ditetapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2019 

- 2024. Berikut daftar Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2019 -

2024, adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran 2019-2024 

 Sumber di olah oleh Peneliti, 2022) 

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran 

yang terpilih pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 adalah 45 

Orang, berasal dari 11 partai politik. Berikut nama partai politik dan jumlah 

kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam 

Periode : 

 

 

 

 

 

No Nama Jabatan Fraksi Tanggal di 

Lantik 

1 Suprapto Ketua DPRD PDIP 3 Februari 

2021 

2 Paisaludin Wakil Ketua I 

DPRD 

PAN 7 Oktober 

2019 

3 Musannif Yasser 

Syamsurya 

Wakil Ketua II 

DPRD 

Demokrat 7 Oktober 

2019 

4 Zulkarnain Wakil Ketua III 

DPRD 

PKB 7 Oktober 

2019 
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Tabel 4. Komposisi Anggota di DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

Su

mb

er 

di 

ola

h 

ole

h 

(Su

mbe

r di 

ola

h 

ole

h 

Pen

eliti

, 2022) 

 

Pada Pemilu yang dilaksanakan tahun 2019 sendiri, Kabupaten Pesawaran 

terbagi dalam 5 daerah pilihan (Dapil) untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Daerah Pemilihan 

tersebut adala 

Tabel  5.   Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pesawaran 

Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi 

Pesawaran 1 Gedong Tataan 9 

  Pesawaran 2 Negeri Katon, Tegi Neneng 11 

Pesawaran 3 Way Ratai, Padang Cermin, Teluk 

Pandan, 

10 

Pesawaran4 Marga Punduh, Punduh 

Pidada 

3 

Partai 

Politik 

Jumlah Kursi dalam Periode 

2014-2019 2019-2024 

PKB 4 5 

Gerindra 4 4 

PDIP 8 9 

Golkar 5 4 

Nasdem 4 4 

PKS 4 4 

PPP 3 2 

PAN 7 5 

Hanura 2 2 

Demokrat 2 5 

PBB 2 1 

Jumlah 

Anggota 

45 45 

Jumlah 

Partai 

11 11 
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Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi 

Pesawaran 5 Way Lima, Kedondong, 

Way Khilau 

12 

 Total  45 

 (Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022) 

 

Kabupaten Pesawaran telah melakukan pemilihan calon legislatif (pileg) pada 

tahun 2019 yang lalu. Pemilihan tersebut dimaksudkan untuk memilih calon 

anggota yang akan mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) 

Kabupaten Pesawaran sebagai lembaga legislatif di daerah. Hasil dari 

pemilihan legislatif tersebut meloloskan sebanyak 45 anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk dapat duduk di kursi legislatif di Kabupaten 

Pesawaran. Berikut nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) 

Kabupaten Pesawaran masa bhakti 2019-2024 

 

Tabel 6. Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2019-2024 

  

No Nama Keterangan 

 ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN MASA   JABATAN 

2019-2024 

1 Suprapto Ketua Dprd 

2 Paisaludin, S.H. Wakil Ketua I Dprd 

3 Yasser Syamsurya Ryacudu, S.E., 

M.M 

Wakil Ketua Ii Dprd 

4 Zulkarnain Wakil Ketua Iii Dprd 

5 Yusak, S.H., M.H. Ketua Komisi I 

6 Rohimah Rahman, S.Ag. Wakil Ketua Komisi I 

7 H. Saipurrohman,S.E Sekretaris Komisi I 

8 Pujadi, S.Pd., M.M Anggota Komisi I 

9 Masnayati Anggota Komisi I 

10 Agung PrasetiaBaktiana Anggota Komisi I 

11 Muklis Anggota Komisi I 

12 Hamsinar Anggota Komisi I 
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No Nama Keterangan 

13 Rohman Anggota Komisi I 

14 Olan Fitrionando Anggota Komisi I 

15 Saptoni, S.H. Ketua Komisi Ii 

16 Evi Susina, S.H. Wakil Ketua Komisi Ii 

17 Atut Widiarti, S.Sos Sekretaris Komisi Ii 

18 Harno Irawan Anggota Komisi Ii 

19 Evi Dwiana Listiani Anggota Komisi Ii 

20 Mustika Bahrum, S.E.,M.M. Anggota Komisi Ii 

21 Rudi Adriansyah Anggota Komisi Ii 

22 Rifki Assofani, S.H., M.H. Anggota Komisi Ii 

23 Fahmi Fahlevi, S.Pd. Anggota Komisi Ii 

24 Irfani, S.P. Anggota Komisi Ii 

25 Heri Yurizal Efendi, S.Sos Ketua Komisi Iii 

26 Saifudin, S.H. Wakil Ketua Komisi Iii 

27 Bumairo Sekretaris Komisi Iii 

28 Widada Anggota Komisi Iii 

29 Bambang Suheri, S.H. Anggota Komisi Iii 

30 Firdayana Anggota Komisi Iii 

31 A. Gunawan Anggota Komisi Iii 

32 Andi Supratman Anggota Komisi Iii 

33 Supriyadi Anggota Komisi Iii 

34 Lenida Putri, S.Ip. Anggota Komisi Iii 

35 Devita Sahara Ketua Komisi Iv 

36 Roliansyah, S.E. Wakil Ketua Komisi Iv 

37 Aria Guna, S. Sos., M.M Sekretaris Komisi Iv 

38 Ns. Fx Bambang Dslp, S.H., 

S.Kep. 

Anggota Komisi Iv 

39 Hj. TATI, S.E. Anggota Komisi IV 

40 Dra. Hj. Erlinda Widiastuti Anggota Komisi IV 

42 Muzakkar, S.Sos Anggota Komisi Iv 
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No Nama Keterangan 

43 Rudi Agus Sunandar,S.E. Anggota Komisi Iv 

44 Subhan Wijaya, S.Kom. Anggota Komisi Iv 

  (Sumber: Sekeretariat DPRD Kabupaten Pesawaran) 

 

4.1.2 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

 Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran 

merupakan bagian penting dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) 

Kabupaten Pesawaran yang dibentuk untuk membantu Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan 

tugas, pokok, dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Alat 

Kelengkapan Dewan diantaranya adalah: 

a) Pimpinan DPRD 

 

b) Badan musyawarah 

 

c) Komisi 

 

d) Bapemperda 

 

e) Badan anggaran 

 

f) Badan kehormatan; dan  

 

g) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk    berdasarkan rapat 

paripurna 

 

Tabel 7. Daftar Jumlah Fraksi  

Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 

No. N  A  M  A Jabatan 

1. Ns. Fx Bambang Dslp, S.H., S.Kep. Ketua  

2. Evi Dwiana Listiani Sekretaris 

3. Harno Irawan Bendahara 

4. Suprapto Anggota 
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Partai Amanat Nasional (PAN) 

No. N  A  M  A Jabatan 

1. Saifudin, S.H. Ketua  

2. Saptoni, S.H. Sekretaris 

3. Paisaludin, S.H. Anggota 

4. Umroni, A.Md Anggota 

5. Muklis Anggota 

 

Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) 

No. N  A  M  A Jabatan 

1. Bambang Suheri, S.H. Ketua  

2. Dra. Hj. Erlinda Widiastuti Sekretaris 

3. Yusak, S.H., M.H. Anggota 

4. Mustika Bahrum, S.E., M.M. Anggota 

 

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 

No. N  A  M  A Jabatan 

1. Evi Susina, S.H. Ketua  

2. Lenida Putri, S.Ip. Sekretaris 

3. H. Saipurrohman,S.E. Bendahara 

4. Hi. Rudi Agus Sunandar, S.E. Anggota 

 

 

 

No. N  A  M  A Jabatan 

5. Aria Guna, S. Sos., M.M. Anggota 

6. Heri Yurizal Efendi, S.Sos. Anggota 

7. Masnayati, S.E. Anggota 

8. Pujadi, S.Pd., M.M. Anggota 

9. Rani Yunita, S.Pd. Anggota 
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Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 

No. N  A  M  A Jabatan 

1. Hj. Tati, S.E. Ketua  

2. Atut Widiarti, S.Sos Wakil Ketua  

3. Widada Sekretaris 

4. Agung Prasetia Baktiana, S.E. Anggota 

 

Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NASDEM) 

 

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) 

No. N  A  M  A Jabatan 

1. Firdayana, S.Kom Ketua  

2. Rohimah Rahman, S.Ag. Sekretaris 

3. Devita Sahara, S.Kom Anggota 

4. Rudi Adriansyah Anggota 

5. Zulkarnain Anggota 

6. Andi Supratman Anggota 

7. Rifki Assofani, S.H., M.H. Anggota 

 

Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) 

No. N  A  M  A Jabatan 

1. Roliansyah, S.E. Ketua  

2. A. Gunawan Sekretaris 

3. Fahmi Fahlevi, S.Pd. Anggota 

4. Hamsinar Anggota 

5. Muzakkar, S.Sos. Anggota 

6. Supriyadi Anggota 

7. Rohman Anggota 

No. N  A  M  A Jabatan 

1. Subhan Wijaya, S.Kom. Ketua  

2. Irfani, S.P. Sekretaris 
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Sumber: Dokumen DPRD Kabupaten Peawaran 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran berperan 

sebagai lembaga legislatif tingkat kabupaten yang mendampingi kerja dari 

lembaga eksekutif kabupaten atau Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pada 

Pemilu yang dilaksanakan tahun 2019 sendiri, Kabupaten Pesawaran terbagi 

dalam 5 daerah pilihan (Dapil) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran, hasil Pemilu tahun 2019, 

tanggal 17 April 2019. Dengan anggota sebanyak 45 orang, telah diambil 

sumpah dan janji pada tanggal 19 Agustus 2019, dan DPRD Kabupaten 

Pesawaran Mempunyai 9 Fraksi, peneliti di sini memfokuskan penelitian di 

satu fraksi yaitu Fraksi PDI-Perjuangan. 

 

4.2  Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 

 

Visi 

 

a) Keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu 

menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran 

Dasar Partai PDI Perjuangan adalah:  

b) Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan 

Pancasila 1 Juni 1945; 

c) Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi 

(Tri Sila); 

d) Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk 

menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila); 

e) Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi 

No. N  A  M  A Jabatan 

3. Yasser S. Ryacudu, S.E., M.M. Bendahara 

4. Bumairo Anggota 

5. Olan Fitrionando Anggota 
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politik warga negara; dan 

f) Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki 

pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

 

Misi 

 

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi 

dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan 

dalam pasal 7,8,9 dan 10 Anggaran Dasar Partai. 

 

Tujuan Umum: 

 

Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka 

Tunggal Ika; dan 

 

Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di 

bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang 

berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

Tujuan Khusus: 

 

a) Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk 

mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial; 

b) Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan 

dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun 

kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan 

politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi; 

c) Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama 

demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa 

sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, 

pendidikan dan kesehatan; 
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d) Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat 

untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; 

dan 

e) Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan 

spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan UU 

Dasar Negara Republik Tahun 1945 

 

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi: 

 

a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak 

dan kewajibannya sebagai warga negara; 

b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam 

struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga- Lembaga Publik; 

c. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, 

kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi 

kebijakan pemerintahan negara; 

e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna 

membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan 

f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan 

berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga Negara.  

 

Tugas Partai 

 

a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 

1945 di dalam NKRI 

b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, 

pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara. 

c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam 
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi 

Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945, serta jalan Trisakti sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik 

Partai; 

e. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik 

penyelenggaraan Negara; 

f. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan 

jabatan publik; 

g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar 

senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai 

pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya 

pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa; 

h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam 

menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan 

solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan  terhadap liberalisme dan 

individualisme. 

 

Keanggotaan 

 

Pasal 1, Anggota Biasa Partai. 

 

a. Setiap Warga Negara Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi Anggota 

Biasa Partai. 

b. Syarat untuk menjadi Anggota Biasa Partai: 

c. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 

dan/atau sudah menikah; 

d. Bersedia mematuhi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, 

Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan aturan- aturan partai lainnya; 

e. Bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai; 

f. Bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai; 

g. Bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan 



43  

menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem 

Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai; dan 

h. Bersedia memenuhi persyaratan administrasi persyaratan lainnya yang telah 

ditentukan oleh Partai. 

 

Pasal 2, Anggota Partai. 

 

a. Setiap Anggota Biasa Partai wajib mengikuti pendidikan, pelatihan dan 

pembinaan yang dilaksanakan Partai di wilayahnya. 

b. Selama masa pelatihan, pendidikan dan pembinaan, Partai memberikan materi 

ideologi Partai dan pendidikan politik dasar kepada Anggota Biasa berdasarkan 

kurikulum pendidikan dan pelatihan Partai. 

c. Anggota Biasa yang telah melalui tahap pendidikan, pelatihan dan pembinaan, 

mendapatkan rekomendasi dari DPC Partai, dan selanjutnya dilantik menjadi 

Anggota dan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota Partai.  

d. Pengesahan seseorang menjadi Anggota Partai diputuskan oleh DPC Partai. 

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah atau janji Anggota Partai diatur 

dalam Peraturan Partai. 

 

Pasal 3 

a. Setiap anggota biasa yang telah ditetapkan sebagai anggota Partai diberikan 

Kartu Tanda Anggota Partai oleh DPC Partai. 

b. Bentuk, pengesahan, dan registrasi penomoran Kartu Tanda Anggota diatur 

dalam Peraturan Partai. 

c. Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang dan DPC Partai berkewajiban 

menghimpun, memverifikasi, dan mendata keanggotaan Partai di wilayahnya. 

d. Data Keanggotaan Partai dilaporkan DPC Partai kepada DPP Partai untuk 

disimpan dan diarsipkan di Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP Partai. 

 

Pasal 4, Kader Partai. 

 

a. Kader Partai dipilih, ditetapkan dan diangkat dari anggota Partai yang 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

b. telah memiliki kemantapan ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi 
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yang tinggi; 

c. telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai; 

d. telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/atau melaksanakan 

kegiatan dalam jajaran Partai dan/atau dalam masyarakat; 

e. memiliki moral yang baik; dan 

f. telah lulus pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Partai. 

g. Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik 

 

Pasal 8 Penugasan di Lembaga Eksekutif 

 

a. Anggota Partai yang bertugas di Lembaga Eksekutif melaksanakan fungsi 

eksekutif pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan 

berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai. 

b. Anggota Partai yang terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

Menteri dan/atau Wakil Menteri, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah 

wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada sikap 

politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai. 

c. Anggota Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPP 

Partai yang dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali selama masa bakti 

DPP Partai. 

d. Rapat DPP Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam 

rangka koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan sinergi program pembangunan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Partai. 

e. Anggota Partai yang bertugas sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden serta 

Menteri dan/atau Wakil Menteri dikoordinasikan secara khusus oleh Ketua 

Umum Partai. 

f. Anggota Partai yang bertugas sebagai Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala 

Daerah dikoordinasikan oleh DPP Partai melalui Bidang Pemerintahan. 

g. Anggota Partai yang akan ditugaskan sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Ketua 

Umum Partai. 

h. Anggota Partai yang akan ditugaskan sebagai Kepala Daerahdan/atau 

Wakil Kepala Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai. 
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Pasal 9 Penugasan di Lembaga Publik 

 

a. Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Publik wajib mensosialisasikan 

dan memperjuangkan sikap politik, kebijakan dan program perjuangan Partai 

menjadi program dari lembaga yang dipimpinnya. 

b. Anggota Partai yang terpilih di lembaga Negara lain wajib mensukseskan tugas 

lembaga yang sesuai dan searah dengan kebijakan dan Program Partai. 

c. Gambaran Umum DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran 

 

Logo Organisasi 

 

Logo adalah bagian utama dari sebuah organisasi. Logo merupakan simbol yang 

menggambarkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Di balik sebuah logo, 

ada identitas serta filosofi dari organisasi  

 

Gambar 5. Logo PDI Perjuangan. 

Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_PDI Perjuangan_ 

 T  ransparent.png 

 

Filosofi Logo: 

 

a. Logo PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan 

latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih. 

b. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam 

memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat. 

c. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap 

ancaman dalam berjuang. 

d. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam 

memperjuangkan keadilan dan kebenaran 
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e. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus menerus 

tanpa terputus. 

 

4.3 Profil DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran 

 

Sejarah singkat DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran 

 

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten 

Pesawaran (DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran) adalah sebuah partai 

politik di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Yang beralamat di Jl. 

Bhayangkara, Dusun Bangun Sari, Desa Bagelen, Kec. Gedung Tataan, Kab. 

Pesawaran. DPC PDI- Perjuangan Kabupaten Pesawaran Saat Ini Dipimpin Oleh 

Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. yang merupakan anggota DPR RI Komisi 

2. Yang membawahi 11 (Sebelas) Pengurus Anak Cabang (PAC) di 11 (Sebelas) 

Kecamatan di Kabupaten Pesawaran. 

 

DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran didirikan mulai sejak tahun 2007 

yang dipimpin oleh M. Nasir, S.I.Kom yang pada saat itu terdiri dari 7 (tujuh) 

kecamatan atau 7 (tujuh) Pengurus Anak Cabang. Pada tahun 2020 s/d Sekarang 

Dipimpin Oleh Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. Yang membawahi 11 

(Sebelas) Pengurus Anak Cabang (PAC) di 11 (Sebelas) Kecamatan di Kabupaten 

Pesawaran.  

 

Pencapaian DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran 

 

a. Pemilu Anggota DPRD Kab. Pesawaran 2009 

b. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2009, PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran 

mendapat 6 kursi (17.14 %) di DPRD Kabupaten Pesawaran. 

c. Pemilu Anggota DPRD Kab. Pesawaran 2014 

d. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2014, PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran 

mendapat 8 kursi ( 17.78 %) di DPRD Kabupaten Pesawaran. 

e. Pemilu Anggota DPRD Kab. Pesawaran 2019 

f. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2019, PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran 

mendapat 9 kursi (20.00%) di DPRD Kabupaten Pesawaran. 
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Daftar Nama Ketua DPC PDI-Perjuangan 

 

Muhammad Nasir, S.Ikom Periode 2007 s/d 2019 

Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc Periode 2019 s/d 2024 

 

Data Jumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kabupaten 

Pesawaran. 

 

Kecamatan Gedong Tataan:   11 Pengurus 

Kecamatan Negerikaton :  11 Pengurus 

Kecamatan Tegineneng :  11 Pengurus 

Kecamatan Way Lima :  : 11 Pengurus 

Kecamatan Kedondong :  11 Pengurus 

Kecamatan Way Khilau :  11 Pengurus 

Kecamatan Teluk Pandan :  11 Pengurus 

Kecamatan Padang Cermin :  11 Pengurus 

Kecamatan Way Ratai  :  11 Pengurus 

Kecamatan Punduh Pedada :  11 Pengurus 

Kecamatan Marga Punduh :  11 Pengurus  

Total Jumlah Pengurus Anak Cabang sebanyak: 121 

 

Data Organisasi Badan Dan Sayap PDI Perjuangan Kabupaten  Pesawaran 

Badan Penanggulangan Bencana ( BAGUNA) 

Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) 

Badan Pendidikan Dan Pelatihan (BADIKLAT) 

Badan Pemenangan Pemilu (BP-PEMILU) 

Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) 

Badan Kebudayaan Nasional (BKN) 

Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) 

Banteng Muda Indonesia (BMI) 
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Tabel 8.   Susunan pengurus DPC PDI-Perjuangan Kabupaten  

        Pesawaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : Sekretariat DPC PDI-P Kabupaten Pesawaran 

 

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten 

Pesawaran (DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran) adalah sebuah partai 

Jabatan Nama 

Ketua Ir. Endro S. Yahman, M.Sc 

Wakabid Kehormatan Partai Harno Irawan 

Wakabid Pemenangan Pemilu NS. FX Bambang DSLP, SH,. 

S.Kep 

Wakabid Ideologi, Kaderisasi, 

Keanggotaan dan Organisasi 
 

Aria Guna, S.Sos.I,.MM 

Wakabid Politik, Hukum, Hak 

Asasi Manusia dan Perundang-

Undangan 

Stefanus F. Handoko 

Wakabid Perekonomian dan 

Kebudayaan 

Heri Yurizal Efendi, S.Sos 

Wakabid Penanggulangan Bencana, 

Kesehatan, Perempuan dan Anak, 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Masnayati 

Wakabid Keagamaan dan 

Kepercayaan Terhadap Tuhan  

Yang Maha Esa 

Yupiter Kahimpong 

Wakabid Pangan, Pertanian, 

Kehutananan, LingkunganHidup, 

Kelautan dan Perikanan 

Tentrem Setiawati 

Sekretaris Suprapto 

Wakil Sekretaris Bidang Internal Nopi Juansyah, ST 

Bendahara Evi Dwiana Listiani 

Wakil Bendahara Rani Yunita, S.Pd 
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politik di Kabupaten Pesawaran DPC PDI- Perjuangan Kabupaten Pesawaran Saat 

Ini Dipimpin Oleh Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. yang merupakan 

anggota DPR RI Komisi 2. Yang membawahi 11 (Sebelas) Pengurus Anak 

Cabang (PAC) di 11 (Sebelas) Kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Dalam 11 

Pengurus Anak Cabang PDI-P sendiri mempunyai kader yang berada di tingkat 

ranting letak nya di desa dan anak ranting yang keberadaan nya di dusun. 



 

 

 

VI. PENUTUP 

 

 

6.1  Simpulan  

 

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan yang telah di sajikan pada bab 

sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai pola komunikasi pelaksanaan 

artikulasi dan agregasi kepentingan di Fraksi dan DPC PDI-P Kabupaten 

Pesawaran bahwa:  

1. Pola komunikasi yang di pakai oleh Fraksi dan DPC PDI-P Kabupaten 

Pesawaran sesuai dengan teori yang peneliti pakai menurut (Tubbs, Moss, 

2001:26). Pola komunikasi terdiri dari empat (4) macam yaitu pola komunikasi 

primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola 

komunikasi sirkular. 

2. Dari ke empat pola komunikasi ini Fraksi dan DPC PDI-P Kabupaten 

Pesawaran, lebih teridentik dan lebih sering menggunakan pola komunikasi 

sirkular karena adapun sisi lebih nya pola komunikasi sirkular ini DPC PDI-P 

Kabupaten Pesawaran mempuyai tingkat struktur kepengurusan yang tersusun 

dengan rapih, dari anak ranting yang berada di tingkat dusun, selanjutnya di 

tingkat ranting yang terletak di desa, selanjutnya di tingkat PAC yang berada di 

Kecamatan, sampai kepada pengurus di tingkat DPC, dari struktur 

kepengurusan yang tersusun dengan rapih, dan kepentingan yang ada pada 

masyarakat itu bisa di agregasikan secara maksimal oleh pengurus partai PDI-P 

melewati pengurus pengurus yang berada di ranting dan anak ranting,  

3. pola komunikasi sirkular ini merupakan suatu pola komunikasi yang proses 

penyampaian nya  itu terjadi secara melingkar dari awal kepentingan 

masyarakat di agregasikan lalu akan di bahas di dalam rapat internal partai, 

sampai di serahkan kepada fraksi untuk di artikulasikan agar menjadi sebuah 

kebijakan, dan kebijakan itu jika lolos dalam formulasi kebijakan akan 

langsung kembali lagi kepada masyarakat sebagai OutPut dari Pola komunikasi 

sirkular ini. 
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6.2  Saran  

  

Adanya penelitian skripsi ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. perlu di perhatikan bagi fraksi dan  partai politik lainnya bahwa berbicara 

tentang pola komunikasi sangat penting untuk dilakukan. Mengingat dalam 

masa kampanye komunikasi sangat di perlukan untuk melakukan sebuah 

pendekatan secara emosional kepada masarakat di tengah gempuran rendahnya 

tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik.  

2. Fraksi dan partai politik juga harus memperbaiki citranya di masyarakat. 

Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap partai politik membuat 

beberapa kasus menimpa partai politik dan terjadi konflik di internal partai. 

Citra tersebut harus diperbaiki oleh partai politik melewati kader yang duduk di 

bangku legislatif. jika masih ingin eksis di dunia politik. Mengingat di 

Indonesia ini masih dalam pengaruh ketokohan dibanding dengan partai itu 

sendiri. Maka dari itu partai harus memiliki pola komunikasi yang lebih baik 

lagi agar dapat diterima dengan baik di masyarakat umum. Dan menyangkut 

kepentingan masyarakat itu pun harus berusaha untuk di perjuangkan dalam 

internal partai, karena itu menjadi salah satu hal yang dapat membuat citra diri 

Partai menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Buku  

 

Budiarjo, Miriam dan Ibrahim Ambong. ed. 1993. Fungsi Legislatif dalam Sistem 

Politik di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta.  

 

Mahi M. Hikmat, 2019. Komunikasi Politik dalam Pilkada Langsung Teori dan 

Praktek. Bumi Aksara, Jakarta 

 

Djojosoekarto, Agung, et al. 2004. Menjadi Wakil Rakyat dalam Tata Demokrasi 

Baru. Sekretariat Nasional ADEKSI-Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta. 

 

Gunawan, Imam, 2015. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Bumi 

Aksara, Jakarta. 

 

Sunarto, 2006. Pengantar Manajemen Pemasaran, Cetakan 1. Yogyakarta : Ust. 

Press 

 

Hamzah, B. Uno. 2012. Teori Kinerja dan Pengukurannya. Bumi Aksara, Jakarta. 

 

Fajlurrahman Jurdi, 2017. Pengantar Hukum Partai Politi. Kencana, Jakarta. 

 

Junaedi,Fajar. 2013. Komunikasi Politik. Buku Litera, Yogyakarta. 

 

Surbakti, R. 1992. Memahami Ilmu politik. PT. Gramedia, Jakarta. 

 

Dalman. 2015. Menulis karya ilmiah. Rajagrafindo Persada, Depok. 

 

Effendy, Onong Uchjana. 1992. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. PT. Remaja 

Rosdakarya, Bandung. 

 

Djamarah, Bahri Syaiful. 2004. Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam 

Keluarga. PT. Reneka Cipta, Jakarta. 

 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Alfabet, 

Bandung. 

 

Lexy. J. Moleong, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja 

Posdayakarya, Bandung.  

Stewart L. Tubbs-Sylvia Moss. 2001. Human Communication. Remaja Rosda 

Karya, Bandung. 



 

Arni, Muhammad. 2005. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta. 

 

Cangara, Hafied. 2015. Pengantar Ilmu Komunikasi. Cetakan Kedua. PT. Raja 

Grafindo Persada. Jakarta. 

 

Rais, M. A. 1986. Demokrasi dan Proses Politik. Lembaga Penelitian  

          Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta. 

 

Burhan, Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif. Prenada Media Group, Jakarta. 

 

Skripsi/Tesis 

 

Anwar WS, Suwondo. 2017. Analisis Dewan Perwakilan Rakyat Studi Kinerja 

DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2009- 2014. (Skripsi). 

Universitas Lampung, Bandar Lampung. 

 

Candra Aviyanto. 2020.  Peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kota 

Surakarta 2009-2044. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

Jurnal hukum dan perundangan. 

 

Enny Dhiya Ghina. 2022. Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Partai 

Aceh. (Tesis). Universitas Malikussaleh 

 

Septiawan, Santana. 2007. Jurnalisme Kontemporer. Yayasan Obor Indonesia, 

Jakarta. 

 

Iswanto, Andi, 2014. Peran Fraksi DPR RI. (Skripsi). Universitas Indonesia. 

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Depok. 

 

Olih Solihin. 2018. Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota 

Bandung pada pemilu 2009. Skripsi Universitas Padjajaran 

 

Anggraeny, 2016. Kinerja Anggota DPRD Perempuan Periode 2014-2019 

Ditinjau dari Aspek Legislasi. Fisip Universitas Lampung, Bandar 

Lampung. 

 

Risky Abdul Malik. 2020. Komunikasi Politik Studi Kegiatan Masa Reses 

Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya 

Periode 2014-2019. (Jurnal Politik) 

 

Usman Hadi Saputro. 2020. Implementasi Fungsi Artikulasi Dan Agregasi Partai 

Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pasuruan Pada Masa Pandemi Covid-19. 

(Skripsi)  Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

 

Warman. 2014. Peran Fraksi Dalam pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan  

         Rakyat Daerah. Fisip Universitas Galah, Ciamis.  

 



Yuswanto. 2016. Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan 

UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jurnal 

Hukum, 3(2). 

 

Azmi, Z. A. 2016. Pola Komunikasi antar Pemerintahan dan Organisasi 

Kepemudaan Tingkat Kabupaten. Maguwoharjo, Sleman. 

 

Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Prasetya Widi Pratama, Yogyakarta 

 

Web Site 

 

Dzulfaroh, Ahmad Naufal, 2022 Kepercayaan Publik Terhadap DPR dan DPD 

SangatRendah"https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/063000865

/dpr-ri-lembaga-paling-tidak-dipercaya-anak-muda-versi-survei-

csis?page=all  di akses pada tanggal 28 September 2022 
 

Peraturan Perundang-Undangan  

 

Pemerintah Indonesia 2014 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD.  

 

Pemerintah Indonesia 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 

(8) tentang Pemerintahan daerah menyebutkan; Desentralisasi adalah 

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonomi berdasarkan Asas Otonomi. 

 

Peraturan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pesawaran nomor: 10 tahun 

2018 tentang Tata Tertib 

 

https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/063000865/dpr-ri-lembaga-paling-tidak-dipercaya-anak-muda-versi-survei-csis?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/063000865/dpr-ri-lembaga-paling-tidak-dipercaya-anak-muda-versi-survei-csis?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/063000865/dpr-ri-lembaga-paling-tidak-dipercaya-anak-muda-versi-survei-csis?page=all

